WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN
DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 dapat
berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Biaya
Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi

Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota
Pekalongan Tahun 2017;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);



S.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

Memperhatikan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI BIAYA
KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN
STANDARISASI = HARGA  PENGADAAN BARANG/ JASA
KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017.

Pasal 1

Standarisasi harga adalah pembakuan harga barang sesuai dengan jenis spesifikasi
dan kualitas dalam satu periode tertentu.

Pasal 2

Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi
Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun
2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi
Harga Pengadaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan harga
tertinggi dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebagai pedoman
penyusunan perencanaan Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan
yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui
harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, serta dapat dinegoisasi
secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku
cadangnya, ditetapkan dengan mendasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh
agen tunggal pemegang merk.

(2) Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan, ditetapkan dengan
mendasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit.

(3) Patokan harga satuan untuk obat-obatan generik berpedoman pada harga yang
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, untuk obat non generik mendasarkan pada

harga yang dikeluarkan oleh pabrik obat dan harga obat yang dibeli dari apotik
memakai harga netto apotik ditambah keuntungan paling banyak 10 %
(sepuluh persen).



Pasal 6
Apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi
satuan harga atau hal-hal lain yang dibutuhkan oleh SKPD Kota Pekalongan belum

diatur dalam Peraturan Walikota ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
pelaksanaannya harus mendapat izin/ persetujuan Walikota.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor
41 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya
Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan
Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 ( Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun
2015 Nomor 41) berikut perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 20 September 2016

WALIKOTA PEKALONGAN,

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID



3.  Perawatan tingkat kerusakan berat, biayanya maksimum adalah sebesar 65,00%
dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang berlaku,
untuk tipe/klas dan lokasi yang sama.

c. Untuk perawatan yang memerlukan penanganan khusus atau dalam usaha
meningkatkan wujud bangunan, seperti melalui kegiatan renovasi atau restorasi (misal
yang berkaitan dengan perawatan bangunan gedung bersejarah), besarnya biaya
perawatan dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata dan dikonsultasikan terlebih dahulu
kepada Instansi Teknis setempat.

5.P.04. PEMELIHARAAN BANGUNAN.

a. Pemeliharaan bangunan adalah usaha mempertahankan kondisi bangunan agar tetap
berfungsi sebagaimana mestinya atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan,
serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak.

b. Pemeliharaan bangunan juga merupakan upaya untuk menghindari kerusakan
komponen/elemen bangunan akibat keusangan/kelusuhan sebelum umurnya berakhir.

c. Besarnya biaya pemeliharaan bangunan gedung tergantung pada fungsi dan klasifikasi
bangunan. Biaya pemeliharaan per m* bangunan gedung setiap tahunnya maksimum
adalah sebesar 2,00% dari harga satuan per m? tertinggi yang berlaku.

WALIKOTA PEKALONGAN

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Pemeliharaan Bangunan.Doc
76



	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

